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ABSTRACT

The physical data and juridical data in the LandBare described in the form of a list,
while the physical data in the measurement ceatdi@re presented in maps and descriptions.
The formulation of the problems to be discussed @eCan Letter C Book Quotations be
categorized as written evidence? and (2) Does iLE€teeBook Quotations have the power of
proof as perfect written evidence. The researcthatkin writing this thesis uses a normative
juridical research type. The problem approach stasitory and conceptual approaches, with
legal materials consisting of primary, secondany aon-legal materials. Analysis of research
materials in this thesis using qualitative normatanalysis. In order to draw conclusions
from the results of the study used the method afyais of deductive legal materials. Based
on the results of the discussion, it was found thatLetter C Book, as initial evidence in
accordance with Articles 1866 of the Civil Code &t HIR, to obtain a land right in
carrying out land registration where these landslands that are subject to customary law.
With regard to Letter C quotations, many peopl# 8tld that they do not understand that
Letter C quotations, or the mention Girik by theblie; are actually only a basis for tax
collection.

Key words: Unrecorded Land Rights, letter C, Village Book C.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberahkuleum adat. Hukum
adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan naksyaindonesia yang berasal
dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turunrtemuaihormati dan ditaati oleh
masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu sumt@m yang penting dalam
rangka pembangunan hukum nasional yang menuju &le peraturan perundang-
undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yangntideaan kepribadian bangsa
Indonesia. Menurut hukum adat yang dapat mempumgkiatas tanah bukan hanya
orang perseorangan, melainkan juga persekutuamhulak persekutuan hukum atas
tanah ini biasanya disebut hakpertuanan atau lagktd

Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga halang berkaitan dengan
hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1&8B(2)yUndang Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 gaarg/ebutkan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatasyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masihphian sesuai dengan
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perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kes&epnblik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang”.

Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan galg@ermukaan bumi.Tanah
mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehangmenjadi kewajiban setiap
orang untuk memelihara dan mempertahankan eksisebagai benda yang bernilai
ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat puta pelaksanaan pembangunan
namun tanah juga sering menimbulkan berbagai magarsoalan bagi manusia
sehingga dalam pengunaanya perlu dikendalikan desghaik-baiknya agar tidak
menimbulkan masalah dalam masyarakat.

Pada umumnya dalam kehidupan di Indonesia saauii@h semakin maju
dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentanganadran, tetapi pada
kenyataannya masih ditemui masyarakat di pedesaansaring disebut masyarakat
adat yang belum mengerti dengan peraturan-peratneagenai tanah yang berlaku di
Indonesia. Ini menunjukkan buktik proses perombakaemilikan tanah dan
penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum lyarsgngkutan dengan
pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan ikemaak dan keadilan atau
landreform yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Tanahg yaimiliki
masyarakat hukum adat itu dimiliki secara turunuam dari nenek moyang mereka,
surat kepimilikan tanah yang dimiliki sangat minsekali bahkan ada yang tidak
memiliki sama sekali. Mereka menempati dan mengang@gnah tersebut sudah
berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakatpun memgetaahwa tanah tersebut
adalah milik A atau si X tanpa perlu mengetahuiassurat kepemilikan tanah
tersebut.

Keberadaan tanah pada dasarnya sangat pentingratkagannya dengan
kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukahidahkan bukanhanya dalam
kehidupannya untuk mati-pun ia memerlukan sebidangh. Jumlah luas tanah yang
dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, skdarjgmlah manusia yang berhajat
terhadap tanah senantiasa bertambah banyak. Sengketh merupakan persoalan
yang bersifat klasik, selalu ada dimana- mana danbkmi dan secara kualitas
maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan elilewan luas tanah yang tetap,
sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanalk umémenuhi kebutuhannya
terus bertambah.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidangnadran dapat dikatakan
tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungdmk meningkat di dalam
kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnyangselinamika di bidang
ekonomi, sosial, dan polittk. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul
dewasa ini dimana secara kwalitas maupun kwarggagkin meningkat memerlukan
penanganan yang sistematis. Tanah sebagai hakomekosetiap orang, rawan
memunculkan konflik maupun sengketa. Guna mengpasiskonflik pertanahan yang
berkembang, kualitas maupun kwantitas yang sudkdk tielevan dengan ketentuan
perundang-undangan yang diperlukan adanya kebijakaang-undang baru yang
mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengdutihan perkembangan ilmu
pengetahuan yang dapat memberikan perlindungannihuyang sesuai dengan rasa
keadilan hukum masyarakat. Salah satu bentuk perigan hukum terhadap
kepemilikan hak atas tanah adalah adanya buktrkiigan hak atas tanah.

Bukti yang tak cukup kuat atas tanah menjadikarahsadatu penyebab
rendahnya proses pendaftaran hak atas tanah, reradphrtisipasi masyarakat dalam
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pembuatan sertifikat tanah padahal sangat pentamgbgrmanfaat karena sertifikat
adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh vyangilidli seseorang untuk
membuktikan bahwa tanah yang diakui miliknya selanamg lain tidak memiliki alat
bukti yang sama. Beberapa faktor yang mempengarehdahnya partisipasi
masyarakat untuk mensertifikasi tanah. Masyarakatunb mengetahui prosedur
pembuatan sertifikat tanah, biaya dalam proses patab sertifikat tanah yang mahal,
proses pengurusan sertifikat tanah yang sulit ateah serta memakan waktu yang
cukup lama, sehingga menyebabkan rendahnya padisipasyarakat pemilik hak
atas tanah.

Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakein hukum pertanahan
Indonesia adalah tanda bukti berupa surat, yaitupaesertifikat. Sertifikat inilah
sebagai tanda bahwa suatu bidang tanah telah afikkft haknya. Alat bukti surat
lainnya, seperti Girik, atau Letter C, Letter DwaRetuk, dan kwitansi serta alat bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnglak tdianggap sebagai bukti
hak atas tanah, melainkan hanya dianggap sebakanbaguasai saja. Oleh karena
itu, kedudukannya sebagai bukti hak atas tanahhmsengat lemah dibandingkan
sertipikat®

Sertifikat tanah memuat data fisik dan data yursgisuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersamgkudata fisik mencakup
keterangan mengenai letak, batas, dan luas tareth. yridis mencakup keterangan
mengenai status hukum bidang tanah, pemegang halarydhak pihak lain serta
beban-beban lain yang membebaninya. Data fisikdd@a yuridis dalam Buku Tanah
diuraikan dalam bentuk daftar, sedangkan data flalam surat ukur disajikan dalam
peta dan uraian. Untuk sertipikat tanah yang betiilengkapi dengan surat ukur
disebut sertipikat sementara. Fungsi gambar sipeda sertipikat sementara terbatas
pada penunjukan objek hak yang didaftar, bukani lolaka fisik.

Buku Letter C sebagai satu poin penting dalam pessgn pengurusan
sertipikat jika yang dipunyai sebagai bukti awapdmilikan hak atas tanah itu hanya
berupa girik, ketitir, atau petitkBerdasarkan latar belakang di atas, penulis tertar
untuk membahas dan memformulasikan kekuatan pembukepemilikan hak atas
tanah terhadap buku letter C dengan mengambill judKepemilikan Hak Atas
Tanah yang Tidak Tercatat di Buku C Kelurahan”.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam naskah ak&demadalah penelitian hukum
normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu proseaenelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dasi sormatifnya. Logika dalam
penelitian hukum normatif dibangun berdasarkanptirsilmiah dan cara-cara kerja ilmu
hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hokutu sendiri terutama peraturan
peraturan hukum sebagai suatu structured wholgstés 1. Jenis penelitian hukum ini yang
bersifat preskriptif dengan mengkaji permasalahakum dari perpektif hukum positif
negara dalam sistem peraturan perundang-undangaoumaalam putusan pengadilan yang
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telah berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin d&bolkum, dan bahan kepustakaan lainnya
berkaitan dengan objek penelitian.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatalintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam usemypenelitian ini adalah
pendekatan konseptugtonceptual approach), pendekatan perundang-undangatatute
approach), dan pendekatan sejarg@tistorical approach).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dgtemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lo@han hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah aemat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua pesatuyerundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedandbaiman hukum sekunder, yang
digunakan dalam naskah akademik ini menggunakanatitr-literatur yang berhubungan
dengan permasalahan dalam penelitian, berupa bukw-tartikel/jurnal ilmiah, makalah
berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang ib&ossep, prinsip, teori, doktrin dan
pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggidtan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiandlilakukan dengan metode
studi kepustakaaflibrary research) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagath permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbdiiukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini mengganaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan parafperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaer, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbhbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolatgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kieimudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Buku C Kelurahan Merupakan Salah Satu Bagian Dari Bikti Kepemilikan/Bukti
Penguasaan Tanah/Bangunan Milik Seseorang

Letter C jarang dibahas atau dikemukakan dalam literatwpata perundang-
undangan mengenai pertanahan. Padahal ini ada #alsdupan masyarakat meskipun
sebutannya berbeda-beda. Hak milik atas tanah daeedlin” dan “dialihkan” kepada
pihak lain?® Hak-hak lain yang statusnya samadengan hak amli#tah tanah girik dan
tanah verponding (tanah adat yang diakui sebadaitiék tetapi terdapat di kota-kota).
Tanah girik adalah istilah lain dari tanah adatuatanah-tanah lain yang belum
dikonversi (diubah). Ada bermacam-macam istilalaigebirik antara lain petok D,
petuk, pipil, rincik, ketitir, Letter C. Girik sebarnya adalah surat pajak hasil bumi yang
merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebi@denady tersebut dan bukan
merupakansertipikat.

Ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendeftéanah diatur dalam
Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agrariadidrnlahun 1962 mengenai Surat
Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau suraniperian hak dan instansi yang
berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sigaigydimiliki letter ¢ adalah hanya
sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bak atas tanah secara yuridis
yaitu sertifikat. Sertifikat berfungsi sebagai asmbuktian yang kuat di dalam bukti
pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum n@amg orang yang menjadi
pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengdasi dari tanah, batas serta luas
suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengekaataa tanah miliknya. Dengan
kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindongukum kepada orang yang
tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gamggil@ak lain serta menghindari
sengketa dengan pihak Idin.

Saat ini dengan adanya Undang-Undang Pokok Agyamg ditindak lanjuti
dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Ta®@h yang kemudian diganti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 198K maingkin lagi diterbitkan hak-
hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukumdd&®a ataupun yang akan
tunduk kepada hukum adat setempat kecuali menesianglhwa hak-hak tersebut
merupakan hak adat. Mengingat pentingnya pendafthek milik atas tanah adat
sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secarsesimi dengan Pasal 23, Pasal 32,
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dan Pasal 38 Undang- Undang Pokok Agraria, makeridn suatu kewajiban untuk

mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskamepntah untuk
mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahuliti&pindonesia, dikarenakan
masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakantebukti kepemilikan tanah.
Mereka mengganggap tanah milik adat dengan kepemilberupa girik, dan Kutipan
Letter C yang berada di Kelurahan atau Desa meanpakkti kepemilikan yang sah.
Juga masih terjadinya peralihan hak seperti jual biéah, kewarisan ataupun akta-akta
yang belum didaftarkan sudah terjadi peralihan yeakg dasar perolehannya dari girik
dan masih terjadinya mutasi girik yang didasarkkeh @kta-akta, tanpa didaftarkan di
Kantor Pertanahan. Berdasarkan Surat Direktur Jeh&ajak, tanggal 27 Maret 1993,
Nomor :  SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan PenarbitaGirik/Petuk
D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB lI).

- Isi Buku Letter C
Penjelasan mengenai isi buku letter C ini, penufis. didasarkan atas pendapat
masyarakat, sarjana, dan menurut beberapa suddéesn bahwa isi dari buku letter
C terdapat beberapa bagian isi, bagian terseititeari >
1) Masyarakat berpendapat isi buku letter C adalah :
a) Mengenai luas dan kelas tanah serta nomor persil;
b) Mengenai nama pemilik;
c) Mengenai jumlah pajak.
2) lIsi buku Letter C adalah :
a) Daftar tanah;
b) Nama pemilik dengan nomor urut;
c) Besarnya Pajak.
3) Contok Buku Letter C, isinya adalah :
a) Nama pemilik;
b) Nomor urut pemilik;
c) Nomor bagian persil;
d) Kelas desa,;

e) Menurut daftar pajak bumi yang terdiri atas : Lteagah, hektar (ha), danare
(da), Pajak, R (rupiah), dan S (sen)
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f) Sebab dan hal perubahan;

g) Mengenal Kepala Desa/Kelurahan yaitu, tanda tadgarstempel desa.

Contoh Dokumen Letter C°:

Nomor dan
Bagian
Persil

Kelas
Desa

IMenuru Daeral
Perijinar Pajal Bumi

Sebab dar
Perubahari

B. Kekuatan Hukum Terhadap Buku C Kelurahan Ketika AGagatan Terkait
Tanah/Bangunan Bahwa Buku C Merupakan Salah SatuBAikti, Saksi Dan Petunjuk
Atas Kepemilikan Seseorang

Fungsi Buku Letter C

Letter C diperoleh dari kantor kelurahan dimana tanah itadhe Letter C ini
merupakan tanda bukti berupa catatan yang bera#@mtor Desa/KelurahahDan
tidak dapat dilupakan pula bahwa buku Letter C jugarupakan syarat yang harus
ada untuk pengkonversian tanak milik adat, sebbgti hak milik adat. Dengan
demikian, dapat dikemukakan bahwa buku Letter Giddikatakan sebagai alat bukti
tertulis, kemudian di dalam hal ini penulis akannmbahas fungsi dari buku Letter C
dari beberapa segi. Buku Letter C sebagai salalh sarat untuk pengkonversian
tanah milik adat, dapat dikemukakan pada Pasayatl(d) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraalawa :

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimtu mirip mirip
dengan Hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat &rtsgpng disebut dengan
nama sebaga dibawah, yang ada pada mulai berlakundang-undang ini, yaitu
hak agrarische eigendom, milik, yasan andar beni, ha katas druwe/druwe desa,
pesini, grant sultan, larderijen bezitreecht, altijjddurende Erpacht, Hak Usaha atas
bekas tanah partikulir dan hak-hak lain dengan napagun juga akan ditegaskan
lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai l@tinya Undang-undang ini,
menjadi Hak Milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (kgcuali jika yang
mempunyai tidak memenuhi syarat, sebagaiterseflatdPasal 21.

Adapun yang dimaksud dengan surat-surat bukti hakunut Peraturan Menteri
Pertanahan dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 ialah :
a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan PanatMenteri Agraria Nomor 9
Tahun 1959, ordononatie tersebut dalam S. 873 N@®atan Peraturan Khusus
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di Aerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta sertmmeera Timur, Riau dan
Kalimantan Barat (Pasal 2 Peraturan Menteri Peln@mdan Agraria N. 2 1962).

b) Surat Pajak Hasil Bumierponding Indonesia atau surat pemberian hak dan
instansi yang berwenang (Pasal 3 Peraturan MePggtanian dan Agraria Nomor
2 Tahun 1962).

Selain itu masih terdapat tanah dengan Girik, b&tier C, Letter D atauPetuk,
dan kwitansi serta alat bukti pembayaran Pajak Bdam Bangunan (PBB) lainnya,
yang tidak dianggap sebagai bukti hak atas tanakainkan hanya dianggap sebagai
hak menguasai saja. Oleh karena itu, kedudukarehagsai bukti hak atas tanah masih
sangat lemah dibandingkan sertifiReBelain itu masih terdapat tanah dengan Girik,
atau Letter C, Letter D atau Petuk, dan kwitansi serta alat bukti pembay&ajak
Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang tidak diapggebagai bukti hak atas tanah,
melainkan hanya dianggap sebagai hak menguasaldejakarena itu, kedudukannya
sebagai bukti hak atas tanah masih sangat lemahdiitgkan sertifikat.

- Kutipan Buku Letter C

Kutipan buku Letter C yang dianggap masyarakat yawadalah girik, kekitir,
petuk D, yang ada di tangan pemilik tanah. Sedangkang asli terdapat di
Desa/Kelurahan, sedangkan kutipannya berupa go#tuk D, kekitir, diberikan
kepada pemilik tanah sebagai bukti pembayaran pagikah yang tidak memiliki atau
belum memiliki sertifikat umumnya terdapat dalamtipan Letter C. Letter C
diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu beraé#&er Cini merupakan tanda
bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desarkan°

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiapeganmy hak atas tanah
merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tamghngalahirkan sertifikat. Untuk
itu setiap orang atau badan hukum wajib menghorhaktiatas tanah tersebut. Sebagai
suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, makaggemaan dan pemanfaatan tanah
milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukaesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang pada dastdayaboleh dilakukan secara
sewenang-wenang.

Di Indonesia Hak atas Tanah diakui oleh Undang-dgdaokok Agrariayang
diwujudkan dalam bentuk sertipikat hak atas taredfagai alat pembuktianyang kuat
yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No&0 Tahun 1961 yang kini telah
dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturanfemaie Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pembahasan mengenakpanghak atas tanah yang
dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat tanah jadinsangat penting, setidak-
tidaknya karena*

» Sertipikat hak atas tanah memberikan kepastianrhysemilikan tanah bagi pihak
yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerlsemifikat dapat mencegah
sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan membendexasaan tenang dan tentram,
karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yhlakukan oleh siapapun;

 Dengan pemilikan sertipikat hak atas tanah, pemiikah dapat melakukan
perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertemtadgngan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu sedtifikak atas tanah mempunyai
nilai ekonomis seperti dapat disewakan, menjadijamutang atau sebagainya;

* Pemberian sertipikat hak atas tanah dimaksudkaokumencegah kepemilikan
tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan aedtyran perundang-undangan.
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Meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam Undagitdy Pokok Agraria,
sertipikat hak atas tanah belum menjamin kepagpi@milikannya karena dalam
peraturan perundang-undangan memberi peluang kepéuak lain yang merasa
memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namamyeamtum dalam sertifikat
secara keperdataan, baik ke peradilan umum ataggugat Kepala Badan Pertanahan
Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanyatgu ke pengadilan umum atau
Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan settifiemnpunyai dua sisi, yaitu sisi
keperdataan dan sisi yang merupakan bentuk keputyaag bersifat penetapan
(beschiking) yang diterbitkan oleh Kepala Kantort®®ahan sebagai pejabat tata
usaha negars.

Contoh Kasus yang terjadi antara Yayasan Huriatéri®atak Protestan Surabaya
melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Pdanerintah Kota Surabaya
yang dimenangkan oleh Pihak Tergugat yaitu Kanéstad®ahan Kota Surabaya | dan
Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Putusanadiegkut :

« PUTUSAN NOMOR 08/G/2018/PTUN.SBY
* PUTUSAN NOMOR 199/B/2018/PT.TUN.SBY JO NOMOR 08/G18/PTUN.SBY
« PUTUSAN NOMOR 185 K/TUN/2019

Berdasarkan 3 (tiga) putusan pengadilan tersebbivéd Buku C Kelurahan menjadi
salah satu alat bukti yang diakui keabsahannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya deng&okppermasalahan yang ada,

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebag&uberi

1.

Buku Letter C, sebagai alat bukti permulaan seBaaal 1866 KUH perdata dan 164 HIR,
untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakpé&ndaftaran atas tanah dimana
tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yangkiueduadap hukum adat. Berkaitan
dengan kutipan Letter C, yang dipegang oleh makgarmasih banyak yang belum
memahami bahwa Kutipan Letter C, atau Girik penyaibwleh masyarakat sebenarnya
hanya sebagai dasar penarikan pajak. Pemilik bkutipan letter C sering kali
menganggap bahwa girik itu sebagai bukti kepemilikeas tanah.

. Kutipan Letter C dalam praktiknya disimpan oleh dlwKepala Desa, yang telah

mempuyai alat bukti yang kuat, adapun Kutipan lte@eKelurahan merupakan hasil
rincian pendataan tahun 1950 sebelum berlakunyaatirdUndang Pokok Agraria

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24nTd897 Tentang Pendafataran
Tanah, maka Kutipan Letter C Kelurahan adalah nakap alat bukti pembayaran pajak
dan dapat dimohonkan sebagai perolehan hak atak.tdmtuk itu dengan adanya alat
bukti Kutipan Buku Letter C, bahwa sistem pendaftatanah yang dilakukan biasa
ditempuh dalam memperoleh Sertipikat tanah hakkmyiang pertama kali artinya

sebelumnya tanah-tanah tersebut belum disertifakatk

Saran-Saran

Dari permasalahan selama ini dan dikaitkan dengeinpulan diatas, maka dapat

saya berikan beberapa saran bahwa kepada pihaér kagrtanahan dalam hal ini kepala
kantor pertanahan, staf dan jajarannya untuk keardgm agar prosepemilikan
sertipikat pengganti hak milik atas tanah harusi@edengan azas pendaftaran tanah yaitu
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harus dilaksanakan dengan azas sederhana, muratepanuntuk mewujudkan kepastian

hukum di bidang pertanahan, yaitu :

» Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar segeakukah proses pendaftaran hak atas
tanahnya dengan mekanisme prosedur yang telahtuk#am jika masyarakat memiliki
bukti kepemilikan berupan kutipan buku letter C.

» Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar segeakukah proses pendaftaran hak atas
tanahnya dengan mekanisme prosedur yang telahtuk#am jika masyarakat memiliki
bukti kepemilikan berupan kutipan buku letter C.

» Perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mea@ngnasalah pertanahan yang
berkaitan dengan kutipan buku letter ¢ karena bkégiemilikan tanah berupa kutipan
letter c, berpotensi menimbulkan konflik dikarenalsengketa atas kepemilikan tanah
berdasarkan buku letter ¢ yang pada kenyataannyaange banyak hal yang perlu
dicermati, sehingga semua instansi baik lurah dahetakukan verivikasi obyek,membuat
riwayat tanah lebih berhati-hati, juga notaris dalmelakukan pengumpulan alat bukti
dan sebagai pejabat yang memberikan jasa kepadgarakat lenih berhati-hati. Dan
yang terakhir BPN sebagai instansi pemerintah yagraitan langsung dalam proses
penerbitan sertipikat ini jauh lebih berhati-hagaatidak ada gugatan dari pihak manapun
dengan terbitnya bukti kepemilikan hak atas tanalmgyberupa sertipikat. Timbul
sertipikat ganda taupun timbul tumpang tindih mesiyat dapat lebih sadar hukum
dengan melengkapi surat-surat atas tanah yangiklitmérdasarkan buku letter c tersebut.
Dalam menunjang, kesadaran hukum tersebut perlakukbn penyuluhan kepada
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerahgemai pentingnya kelengkapan
surat-tanah sebagai bukti kepemilikan tanah.
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